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RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Kegiatan : Penilikan
Ruang Lingkup Sertifikasi Legalitas hasil hutan pada Persetujuan PKKNK Di Areal PPKH
Nama PKKNK : PT Berau Coal
Alamat Kantor :JI. Pemuda No. 40 Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimantan Timur
SK PPKH : SK PPKH Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 186 Tahun
2025 tanggal 22 April 2025
Luas dan Lokasi Areal . 568,38 Hektar/ Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
PPKH
Sertifikat SVLK Do
Tanggal Pelaksanaan Audit . 17 =19 Februari 2026
Metode . On-site
Lokasi PKKNK / Blok . PPKH seluas 568,38 hektar yang berada di Kab. Berau Prov. Kaltim
Tebangan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 186

Tahun 2025 tanggal 22 April 2025 meliputi Rencana Tebang Tahun
2025 dengan target luas 192,72 hektar dan volume 6.341,65 m3

Auditor / Tim audit . Bayu Satria Pramana, S.Hut / Lead Auditor VLHH Hulu

Standar Acuan . Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang
Persetujuan PKKNK sesuai Lampiran 2.2 Kepmen LHK No.
SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/ HPL.3/12/2022.

Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen

Nomor Akreditasi : LPVI-017-IDN

LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
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1.

11.

1.2,

LAPORAN RINGKAS PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT

DASAR

a) Surattugas No. 02/017/ST/VLHH-1/P/BC/02.2026 Tanggal 5 Februari 2026
b)  Audit Plan yang disampaikan ke auditi tanggal 9 Februari 2026

PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT

1. Pertemuan pembukaan
Tanggal/Jam
Tempat

Catatan

17 Februari 2026, jam 09:00 - 15:00 WITA
Kantor PT Berau Coal di Tanjung Redeb, Berau

Dibuatkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadimya,
terdokumentasi sesuai Form F1-03.5 Rev.1 yang dibuat tanggal 17
Februari 2026

2. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan

Tanggal/Jam

Tempat

Catatan

3. Pertemuan penutupan
Tanggal/Jam
Tempat

Catatan

17 Februari 2026, jam 10:00 - 17:00 WITA, lanjut :
18 Februari 2026 jam 08:00 — 17:00 WITA

Kantor PT Berau Coal & Blok Rencana Tebang Tahun 2025

a) Melaksanakan verifikasi dokumen, wawancara dan pemeriksaan
lapangan secara sampling, untuk setiap verifier pada Standar
VLHH Kayu yang digunakan.

b) Dokumen yang diperiksa meliputi dokumen legal dan rekaman
kegiatan dalam rentang waktu 6 bulan terakhir.

c) Hasil verifikasi beserta nilai yang diberikannya, dicatat pada
checklist audit menggunakan Form F1-03.6 Rev.1

19 Februari 2026 jam 08:00 — 09:00 WITA

Kantor PT Berau Coal di Tanjung Redeb, Berau

Menyampaikan hasil dan kesimpulan audit
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2.

URAIAN RINGKAS HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Verifikasi dilakukan menggunakan Standar VLHH Kayu Pada Pemegang Persetujuan PKKNK sesuai
Lampiran 2.2 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 pada dokumen dan
rekaman legalitas, produksi dan perdagangan penebangan kayu, serta ketenagakerjaannya selama periode
audit (6 bulan terakhir, terhitung Agustus 2025 s.d Januari 2026) berserta implementasinya di lapangan
dengan hasil sebagai berikut :

Prinsip 1.
Pemanfaatan hasil hutan kayu dilengkapi dengan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non
Kehutanan (PKKNK)
1. | Verifier Terdapat keputusan Persetujuan PKKNK yang sah dan kelengkapannya.

11.1.a

NILAI MEMENUHI

Ringkasan a. Kepemilikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT Berau
Justifikasi Coal sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor 186 Tahun 2025 tanggal 22 April 2025 tentang Perpanjangan
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi
Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan
Produksi Tetap atas nama PT Berau Coal (Site Binungan Blok 8) di
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Seluas 568,38 Hektar.
Terdapat Peta Lampiran SK Perpanjangan PPKH skala 1 : 25.000 dan
ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli
Antoni.

b. PPKH PT Berau Coal seluas 568,38 Ha sesuai SK Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2025 tanggal 22 April 2025 telah
mendapatkan penetapan batas areal kerja PPKH berdasarkan Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
SK.12977/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2023 tanggal 8 Desember 2023.

c. Kepemilkan PPKH oleh PT Berau Coal melekat sebagai Perizinan
Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
sebagaimana diatur dalam Lampiran XVII PerMenLHK Nomor 8 Tahun
2021.

d. Lokasi PKKNK PT Berau Coal Tahun 2025 berada di Blok Rencana Tebang
Tahun 2025 seluas 192,72 hektar berada di lokasi PPKH Pertambangan
Batubara PT Berau Coal sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2025 tanggal 22 April 2025.

e. PT Berau Coal telah melaksanakan timber cruising dengan intensitas 100%
pada areal seluas 192,72 hektar yang berada di areal PPKH Pertambangan
Batubara PT Berau Coal yang berlokasi di Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimantan Timur, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1) Laporan Hasil Cruising (LHC) / Timber Cruising (TC) Intensitas 100%
Areal PPKH PT Berau Coal dilengkapi dengan Rekapitulasi Laporan
hasil Cruising (RLHC);

2) Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Tahun 2025 pada PPKH
SK Nomor 186 Tahun 2025 Nomor : 079/BC/TLO-DKO/VIII/2025 yang
ditandatangani oleh Muhamad Rizky Adi Pratama (Ketua Tim
Pelaksana dan Ganis Canhut) dengan No. Reg. 01230019495 dan
Dedy Kustiono, S.Hut (Timber License Dept Head) tertanggal 4
Agustus 2025;
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3) Pakta Integritas terkait kebenaran telah melaksanakan cruising yang
ditandatangani di atas materai oleh Muhamad Rizky Adi Pratama
(Ketua Tim Pelaksana dan Ganis Canhut) dengan No. Reg.
01230019495 dan Dedy Kustiono, S.Hut (Timber License Dept Head)
tertanggal 4 Agustus 2025;

4) Peta Kerja Timber Cruising PKKNK PT Berau Coal pada areal PPKH
SK 186 Tahu 2025 dengan skala 1 : 15.000, dibuat dan ditandatangani
oleh Ganis Canhut (Muhamad Rizky Adi Pratama);

5) Peta Sebaran Pohon Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan PKKNK
pada Areal PPKH SK 186 Tahun 2025 pada seluruh Blok dengan skala
1:5.000 dan 1:3.000, dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Rizky
Adi Pratama (Ganis Canhut) dengan No. Reg. 01230019495 dan Dedy
Kustiono, S.Hut (Timber License Dept Head);

6) Selanjutnya PT Berau Coal telah melunasi uang muka 25% dari RLHC
seluas 192,72 m3 Ha dengan total volume 1.585,40 m3, dengan rincian
bukti pelunasan sebagai berikut:

o Kode Billing 820250820332105 tanggal bayar 28 Agustus 2025
sebesar Rp 562.183.207 untuk DR, dengan NTPN
63DB448VVOCTVII9 dibayarkan melalui Bank Sinarmas;

e Kode Billing 820250820332151 tanggal bayar 28 Agustus 2025
sebesar Rp 115.552.038 untuk PSDH, dengan NTPN
142853CIFTQHIIIN dibayarkan melalui Bank Sinarmas.

f.  Kegiatan penebangan/ pemanfaatan kayu di dalam areal PPKH
Pertambangan Batubara PT Berau Coal dikerjasamakan dengan mitra
kerja atas nama CV Melah Raya berdasarkan Surat Perintah Kerja No :
001.F/BC/LCC-YNP/I/2024 tanggal 1 Januari 2024.

2. | Verifier : | Kesesuaian lokasi dengan peta lampiran Persetujuan PKKNK.
1.1.1.b
NILAI : | MEMENUHI
Ringkasan - |a. Terdapat Peta Lampiran Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan
Justifikasi Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor

186 Tahun 2025 tanggal 22 April 2025 seluas 568,38 Ha Skala 1 : 25.000
pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Berau Provinsi
Kalimantan Timur, ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik
Indonesia (Raja Juli Antoni).

b. Luas PKKNK pada areal PPKH SK Nomor 186 Tahun 2025 PT Berau Coal
yaitu 568,38 Ha sesuai Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan
Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor : SK.12977/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2023 tanggal
8 Desember 2023.

c. Letak dan lokasi rencana tebang tahun 2025 seluas 192,72 Ha diverifikasi
telah sesuai antara peta dengan letak di lapangan.

d. Berdasarkan pemeriksaan lapangan dengan aplikasi Avenza Maps
diketahui bahwa terdapat kesesuaian batas PKKNK dan penandaannya di
lapangan pada areal rencana tebang tahun 2025 seluruhnya berada di
dalam areal PPKH, diantaranya berupa batas blok sebagai berikut :
¢ Batas Blok B yang juga merupakan batas PPKH SK Nomor 186 Tahun

2025 dengan PPKH SK Nomor 384 Tahun 2025 ditandai dengan patok
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pipa putih di cat merah No. BC.96 dan cat merah pada batang pohon
pada koordinat N 19 54’ 12,919” dan E 1170 15’ 7,934”;

Batas Blok B yang juga merupakan batas PPKH SK Nomor 186 Tahun
2025 dengan PPKH SK Nomor 384 Tahun 2025 ditandai dengan patok
pipa putih di cat merah No. BC.94 dan cat merah pada batang pohon
pada koordinat N 19 54’ 19,491" dan E 117015’ 7,811”;

Batas Blok A ditandai dengan pita biru pada koordinat N 19 55" 33,951"

dan E 117016’ 17,105".

Prinsip 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1. | Verifier LHC dibuat sesuai dengan ketentuan.
211.a
NILAI MEMENUHI
Ringkasan » Terdapat dokumen LHC Tahun 2025 dengan intensitas 100% untuk luas 192,72 Ha,
Justifikasi yang dibuat oleh petugas timber cruising PT Berau Coal berama Muhamad Rizky Adi

Pratama sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang memiliki kompetensi GANISPH CANHUT
dengan Nomor Register : 01230019495. Diverifikasi potensi kayu berdasarkan RLHC
sebanyak 16.390 batang dan volume sebesar 6.341,65 m3.

Diverifikasi data hasil timber cruising berisi antara lain seperti nomor petak, luas petak,
jalur, arah jalur, panjang jalur, status pohon, nomor barcode, nomor pohon, jenis pohon,
diameter, tinggi, volume dan titik koordinat. Adapun luas dan lokasi timber cruising telah
sesuai dengan Peta Kerja Timber Cruising PKKNK pada areal PPKH SK 186 Tahun
2025 seluas 192,72 hektar dengan skala 1: 15.000.

Terdapat SK Nomor ;: 081/BC/TLO/DKO/VIII2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Hasil
Timber Cruising Intensitas 100% Tahun 2025 pada PPKH SK Nomor 186 Tahun 2025
PT Berau Coal di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Adapun SK Hasil Timber
Cruising berisi diantaranya :

a Nomor SK : SK 186 tahun 2025; Tanggal 22 April 2025
b. ~ Nomor LHC . 01/LHC/BC-PPKH186/VI1/2025

C. Tanggal © 16 Juli 2025

d.  Nama Blok : BMO 8.2-2025

e. Luas Blok o 192,72 Ha

Berdasarkan hasil uji petik lapangan menunjukkan adanya kesesuaian lokasi dan
penandaan pohon hasil cruising pada areal yang belum ditebang untuk diameter 10 cm
ke atas dengan lokasi koordinat sebagai berikut :

1) Penandaan pohon ditebang di jalur cruising rencana tebang 2025 dengan nomor
ID barcode 1904L57BCBN0000000000001692 pada titik koordinat N 10 54’
16,834” dan E 117015’ 11,386";

2) Penandaan pohon ditebang di jalur cruising rencana tebang 2025 dengan nomor
ID barcode 1904L57BCBN0000000000002690 pada titik koordinat N 10 54’
16,737" dan E 117915’ 10,045";
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3) Penandaan pohon ditebang di jalur cruising rencana tebang 2025 dengan nomor
ID barcode 1904L57BCBN0000000000002666 pada titik koordinat N 10 54’
11,309” dan E 1170 15’ 9,543";

4) Penandaan pohon ditebang di jalur cruising rencana tebang 2025 dengan nomor
ID barcode 1904L57BCBN0000000000014117 pada titik koordinat N 10 55’
33,497" dan E 117916’ 16,514";

5) Penandaan pohon ditebang di jalur cruising rencana tebang 2025 dengan nomor
ID barcode 1904L57BCBN0000000000014116 pada titik koordinat N 10 55’
33,458" dan E 117016’ 16,211".

2. | Verifier Rencana penebangan dibuat berdasarkan LHC.
21.1b
NILAI MEMENUHI
Ringkasan | : |8 Terdapat Surat Keputusan Nomor : 095/BC/TLO-DKO/VIII/2025 tentang Rencana Kerja
Justifikasi Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2025 Pada PPKH SK Nomor 186 Tahun 2025,

yang ditandatangani oleh Dedy Kustiono, S.Hut (Timber License Dept Head) pada
tanggal 30 Agustus 2025. Adapun informasi di dalam SK RKT Tahun 2025 yaitu sebagai
berikut :

- Nomor SK : SK 186 tahun 2025; Tanggal 22 April 2025
- Nomor LHC : 01/LHC/BC-PPKH186/VI1/2025

- Tanggal 16 Juli 2025

- Nama Blok : BMO 8.2-2025

- Jumlah Total Pohon :16.390 batang

- Jumlah Total Volume : 6.341,65m3

- Masa berlaku . 28 Agustus s.d. 31 Desember 2025

Produksi pada Rencana Penebangan Tahun 2025 sampai dengan Desember 2025
yaitu NIHIL. PT Berau Coal mengajukan perpanjangan Rencana Penebangan Tahun
2025 untuk kegiatan Tahun 2026 sesuai Surat Pimpinan PT Berau Coal Nomor :
015/BC/TLO-DKO/11/2026 tanggal 2 Februari 2026 dan telah mendapat balasan dari
BPHL Wilayah Xl Samarinda sesuai Surat Nomor ;
S.146/BPHL.XIII/PEPHPHL/PHL.04.03/B/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 perihal
perpanjangan masa berlaku Rencana Penebangan Tahun 2025. Saat ini PPKH PT
Berau Coal pada SK.186 dalam proses pengajuan fasilitasi perpanjangan Rencana
Penebangan Tahun 2025 kepada Direktur luran dan Penatausahaan Hasil Hutan.
Berdasarkan pemeriksaan pada SIPUHH PT Berau Coal pada PPKH SK Nomor 186
Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :
- LHC yang terinput di SIPUHH dengan nomor 01/LHC/BC-PPKH186/VI1/2025
dengan total 16.390 batang dengan volume 6.341,65 M3,
- Rencana Penebangan Tahun 2025 untuk kegiatan tahun 2025 telah terupoad di
SIPUHH vyaitu seluas 192,72 Hektar dengan target volume 6.341,65 M3.
Diverifikasi target luas dan volume pada rencana penebangan tahun 2025 telah sesuai
dan mengacu pada LHC.
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Prinsip 3.

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

1. | Verifier Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
31.1.a
NILAI MEMENUHI
Ringkasan Pada periode audit s.d 18 Februari 2026 PPKH PT Berau Coal pada SK Nomor 186 Tahun
Justifikasi 2025 belum melakukan kegiatan penebangan sehingga belum diterbitkan buku ukur dan

LHP. Namun demikian PT Berau Coal pada PPKH SK Nomor 186 Tahun 2025 dinilai telah

memiliki kompetensi dalam hal penerbitan dokumen buku ukur dan LHP, yaitu sebagai

berikut :

a. Telah memiliki Akun SIPUHH yang berstatus aklif;

b. Telah memiliki Operator SIPUHH atas nama Farhan Soeprapto, S.Km, M.B.A, yang
ditunjuk oleh Suryono, S.Hut (License Department Head) berdasarkan Surat Nomor :
024/BC/LC-SYO/V/2025 tanggal 19 Mei 2025;

c. Telah memiliki GANISPH PKB atas nama Rusmansyah dengan No. Reg. 23230010374
sebagai Penerbit LHP;

d. Telah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH penunjung di lapangan seperti Personal
Computer (PC), Printer dokumen, printer barcode, dan jaringan internet (Wifi).

2. | Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan
31.2a yang sah
NILAI MEMENUHI
Ringkasan a. PT Berau Coal telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PPKH PT
Justifikasi Berau Coal pada SK Nomor 186 Tahun 2025 yaitu lokasi TPK Hutan berdasarkan SK

Pimpinan PT Berau Coal Nomor : 109/BC/TLO-DKO/IX/2025 tanggal 12 September
2025.

PPKH PT Berau Coal pada SK Nomor 186 Tahun 2025 tidak menetapkan lokasi TPK
Antara Logpond dikarenakan kayu bulat langsung dikirim ke industri lokal terdekat.
Pada rentang waktu audit (s.d 18 Februari 2026), PPKH PT Berau Coal pada SK Nomor
186 Tahun 2025 belum terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat kegiatan
pengangkutan kayu yang dilindungi dengan dokumen angkutan yaitu SKSHHK. Namun
demikian PPKH PT Berau Coal pada SK Nomor 186 Tahun 2025 dinilai telah memiliki
kompetensi dalam hal penerbitan dokumen SKSHHK, yaitu sebagai berikut :

- Telah memiliki Akun SIPUHH yang berstatus aktif;

- Telah memiliki Operator SIPUHH atas nama Farhan Soeprapto, S.Km, M.B.A, yang
ditunjuk oleh Suryono, S.Hut (License Department Head) berdasarkan Surat
Nomor : 024/BC/LC-SYO/V/2025 tanggal 19 Mei 2025;

- Telah memiliki GANISPH PKB atas nama Adde Setiawan dengan No. Reg.
23240020934 sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan;

- Telah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH penunjung di lapangan seperti
Personal Computer (PC), Printer dokumen, printer barcode, dan jaringan internet
(Wifi).

Dalam hal PPKH PT Berau Coal pada SK Nomor 186 Tahun 2025 telah melakukan

penerbitan dokumen SKSHHK, akan diverifikasi pada periode audit selanjutnya.

Selanjutnya uji petik silang terhadap dokumen angkutan yang diterbitkan dengan

dokumen realisasi jual beli kayu/ invoice tidak dapat dilakukan dikarenakan belum

terdapat penerbitan dokumen SKSHHK. Adapun uji petik silang tersebut akan
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diverifikasi pada saat audit selanjutnya dan/ atau pada saat ada penerbitaan dokumen
SKSHHK dan realisasi penjualan kayu ke industri.
3. | Verifier Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang persetujuan PKKNK dapat
313a dilakukan lacak balak.
NILAI MEMENUHI
Ringkasan a. Pada periode audit (s.d 18 Februari 2026) PPKH PT Berau Coal pada SK Nomor 186
Justifikasi Tahun 2025 belum melakukan kegiatan penebangan kayu bulat, sehingga belum
diterbitkan buku ukur dan LHP.
b. Penandaan pada kayu bulat hasil kegiatan tebangan bagian bontos meliputi cat dan
label yang memuat informasi nomor produksi dilakukan setelah dilakukan pengukuran/
pengujian kayu bulat. Selanjutnya penandaan label ecolin kuning memuat informasi id
barcode dipasang pada bagian bontos setelah dilakukan penerbitan buku ukur dan
LHP.
c. Adapun terkait penelusuran kayu (nomor batang dan jenis) sampai ke lokasi tebangan
belum dapat dilakukan dikarenakan kayu hasil tebangan masih berada di TPn.
Penelurusan kayu sampai ke petak tebang akan dilakukan pada saat kegiatan audit
selanjutnya atau pada saat PPKH PT Berau Coal pada SK Nomor 186 Tahun 2025 telah
melakukan kegiatan pengangkutan/ penjualan kayu sampai ke industri.
4. | Verifier Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
3.21.
NILAI MEMENUHI
Ringkasan PPKH PT Berau Coal pada SK Nomor 186 Tahun 2025 belum terdapat penerbitan LHP (s.d
Justifikasi tanggal 18 Februari 2026), sehingga belum terdapat Billing tagihan PNPB atas DR dan
PSDH. Namun demikian PPKH PT Berau Coal pada SK Nomor 186 Tahun 2025 dinilai telah
memiliki kompetensi dalam hal penerbitan dokumen LHP dan Billing PNBP DR dan PSDH,
yaitu sebagai berikut :
a. Telah memiliki Akun SIPUHH yang berstatus aktif;
b. Telah memiliki Akun PNBP yang berstatus aktif;
c. Telah memiliki Operator SIPUHH dan operator SIPNBP.
Dalam hal PPKH PT Berau Coal pada SK Nomor 186 Tahun 2025 telah terdapat penerbitan
Billing PNBP DR dan PSDH, akan diverifikasi pada periode audit selanjutnya.
5. | Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
3.3.1.
NILAI MEMENUHI
Ringkasan a. PT Berau Coal pada SK.186 telah memiliki Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan
Justifikasi Nomor 727.SLegalitas.017 dan Perjanjian Sub Lisensi penggunaan tanda Sistem
Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo
Prima Karya sesuai dengan Surat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK
Nomor : 205/SL-SVLK/017/BC/10.2025 tanggal 3 Oktober 2025. Diverifikasi Sertifikat
Legalitas PT Berau Coal berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu
tanggal 3 Oktober 2025 s.d. 2 Oktober 2026.
b. Berdasarkan surat perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK diverifikasi PT
Berau Coal pada SK.186 berhak membubuhkan Tanda SVLK dengan Nomor : Legal
VLHH-64-03-0022.
c. Pembubuhan Tanda SVLK diatur sesuai ketentuan pada Lampiran 8 Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHP-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman
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Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian; Pedoman Penggunaan Tanda
SVLK.

Prinsip 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1. | Verifier Pedoman/prosedur K3

41.1.a

NILAI MEMENUHI

Ringkasan | : |a. PT Berau Coal telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan

Justifikasi pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional
pertambangan batubara dan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami pada PKKNK.

b. Selanjutnya PT Berau Coal telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan dengan
hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional
pertambangan batubara dan pemanfaatan hasil hutan kayu.
c. PT Berau Coal telah memiliki prosedur K3 yaitu a) SOP Kesiapsiagaan dan Tanggap
Darurat, No. Dokumen : P-ERG-02 dan b) SOP Pelaporan dan Investigasi Insiden serta
Pelanggaran Golden Rules, No. Dokumen : P-OHS-10, yang disusun menyesuaikan
dengan hasil identifikasi potensi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan
K3 untuk seluruh kegiatan operasional. Pejabat Kepala Teknik Tambang
bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan K3 dan operasionalnya di PT Berau Coal.
2. | Verifier Ketersediaan peralatan K3

41.1.b

NILAI MEMENUHI

Ringkasan | : |a.  PT Berau Coal telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan

Justifikasi pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional

pertambangan batubara dan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.

Di lapangan tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD) seperti APAR, APD

serta peralatan APD seperti sepatu boot yang telah dibagikan kepada karyawan dan

dalam kondisi yang masih dapat dipergunakan/masih baik.

Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan bahwa :

- Tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan potensi
bahaya dan resiko yang ditimbulkan. PT Berau Coal adalah perusahaan
pertambangan yang menerapkan secara ketat dalam implementasi K3 di lapangan
pada setiap kegiatan operasionalnya termasuk operasional pemanfaatan kayu;

- Terdapat peralatan K3 lainnya seperti peralatan evakuasi dan mobil evakuasi
kejadian emergency yang dilengkapi dengan peralatan lengkap dan personil SDM
yang khusus menangani kejadian tanggap darurat serta kejadian emergency
lainnya;

- Terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada setiap bangunan kantor, masjid,
bengkel dan mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau.
Di lapangan terdapat poliklinik dengan peralatan dan obat-obatan yang lengkap
disertai dengan adanya petugas paramedis yang stanby di lapangan.

- Terdapat Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K
yang terletak di Kantor. Tersedia pula setiap kendaraan dengan standar
kelengkapan peralatan safety bekerja di tambang dan tersedia di setiap kantor Site
ambulance dan klinik dengan penyediaan peralatan dan obat-obatan serta petugas
paramedis yang standby.
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3. | Verifier Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
41.1.c
NILAI MEMENUHI
Ringkasan | : |a. Terdapat Laporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Operasi
Justifikasi Pertambangan periode Triwulan [l & IV Tahun 2025 yang dibuat oleh HSE Departement
dan memuat catatan kecelakaan kerja secara keseluruhan dan pada bagian operasional
kehutanan. Diverifikasi pada periode September — Desember 2025 tidak terdapat
kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL.
b. Laporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Operasi
Pertambangan yang berisi terkait catatan kecelakaan kerja tersebut telah disampaikan
melalui email kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi Sumber
Daya Mineral RI.
c. Hasil wawancara dengan MR juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan
meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain :
- Melakukan pengarahan tentang K3
- Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya
- Melakukan Induksi K3
- Melakukan Inspeksi K3
- Safety Meeting
- Uji kendaraan bergerak
- Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu-rambu
- Pelatihan K3
- Pengadaan simulasi penanganan kondisi emergency
- Investigasi dan pelaporan K3
- Pembuatan Poster K3
- Pembinaan dan motivasi berupa penyuluhan, buletin, ceramah, reward dan
punishment.
- Pengendalian kesehatan dan pelaksanaan medical check up karyawan secara
periodik.
- Aplikasi pelaporan kecelakaan dan kejadian emergency lainnya
4. | Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk
421.a atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
NILAI MEMENUHI
Ringkasan Terdapat serikat pekerja pada lingkungan karyawan PT Berau Coal yaitu dengan nama
Justifikasi serikat “PUK SPKEP SPSI PT Berau Coal” untuk periode Tahun 2024 - 2027 dan telah
terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau berdasarkan Surat
Nomor : 251/101/Hubin tanggal 6 Februari 2024 dan telah tercatat dan terdata dengan
Nomor Pergantian Pengurus Nomor : 01/PAW/I1/2024 tanggal 6 Februari 2024.
Adapun susunan kepengurusan serikat pekerja PUK SPKEP SPSI PT Berau Coal sebagai
berikut :
o Ketua : M. Lukman Rahim
o Wakil Ketua | . Henny Astati
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o Wakil Ketua ll . Yan Lepong
o Wakil Ketua Il : Basu Mandhira
o Wakil Ketua IV : Syahruddin Noor
o Wakil Ketua V . Jerrymia R.
o Wakil Ketua VI : Zainudin
o Sekretaris : Andi Nugroho
o Wakil Sekretaris : Syarifuddin
e Bendahara . Syafriansyah W.
o Wakil Bendahara . Ary Bahrianto
5. | Verifier : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

42.2.a

NILAI : | MEMENUHI

Ringkasan | : | PT Berau Coal tidak mempekerjakan karyawan dan pekerja yang masih di bawah umur atau

Justifikasi kurang dari 18 tahun dan karyawan termuda atas nama Gilang Erhamsyah dengan jabatan/
posisi sebagai Operator SIPUHH yang lahir di Berau pada tanggal 10 Oktober 2002 dan
m:zk awal menjadi karyawan pada tanggal 22 Desember 2025 saat berusia 23 Tahun 2

3. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a. Tanggal : 10 Maret 2026

b. Keputusan : 1) Dinyatakan LULUS verifikasi legalitas hasil hutan.
2) Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PT Berau Coal
Nomor 727.SLegalitas.017 dapat dipertahankan sesuai masa
berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

}PVI PT Trustindo Prima Karya,
y

Direktur
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